_ SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA-077.01-0/2021
DS:3267-5262-7322-7276

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara.

3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 3
1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA i 077 MAHKAMAH KON§T.I"'I;AUSI RI

2. UNIT ORGANISASI : 077.01 Mahkamah Konsitusi Ri A
3. PAGU : Rp.266.765.223.000

(DUA RATUS ENAM PULUH ENAM MILIARTUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA'RATUS DU_AIF’ULUH TIGA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : :
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masin‘d-masm Satker.

2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. A

3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengésahan bagi Bend.ahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Na!_igara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Inddk_mempakan ak'umulasl. rencana 'F’e'nartkan Dana dan Perkiraan; Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada ;ﬁéda Pengguna Anggaran/Kuasa Pengéﬁna Anggaran. :

6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
AN MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI
NIP.196606111992021001




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-077.01-0/2021
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

HRDRNAAIRE

Halaman: 1 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

077
01
Rp.266.765.223.000

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Mahkamah Konstitusi Ri

(DUA RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1. PROGRAM

2. SASARAN STRATEGIS K/L

3. FUNGSI
SUB FUNGSI
4. PRIORITAS NASIONAL
NON PRIORITAS NASIONAL

077.01.BJ
077.01.WA
01

02

03

03

0304

07

Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi

Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

PERADILAN

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

(dalam ribuan rupiah)

106.176.903
160.588.320

266.765.223
266.765.223

2.800.000
263.965.223




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-077.01-0/2021

I. INFORMASI| KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

RTRDImEn

Halaman: 2 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
077.01.BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi 106.176.903
SPO1 Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
IKP01]| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi 80 Skor
IKP02| Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 73 %
IKP0O3| Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya Maksimal 18 Bulan
IKP04| Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati 100 %o
dan Walikota sesuai dengan UU
SPOo2 Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK
IKP01] Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara 75 Skor
5P03| Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat
IKPO1| Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online 80 %o
OP01| Putusan Mahkamah Konstitusi 98.212.703
P Perkara Konstitusi
3372 enanganan Perkara Konstitusi 08.212.703
01.01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi B0 skor
01.02 Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 73 %
01.03 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya Maksimal 18 Bulan
Bulan
01.04 Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus 100 %
01.05 Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu 30 %
01.06 Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu 90 %
01.07 Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU 90 Ya
Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu
01.08 Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan 90 %o

Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu




5 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOMNESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA-077.01-0/2021

DS:3267-5262-7322-7276

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 3 dar 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.09 Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu 90 %
01.10 Persentase penyusunan lkhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu 90 %
01.11 Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi 100 %
01.12 Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu 80 %
01.13 Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian 60 %
01.14 Persentase pemuatan karya iimiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya 60 Yo
01.15 Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi 80 %
01.16 Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum 80 %
01.17 Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik 75 %
01.18 Persentase General Administration System berbasis Elektronik 75 %o
01.19 Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi 80 Skor
01.20 Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 77 Skor
01.21 Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan 77 Skor
02.01 Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK 100 %
03.01 Persentase Tersedianya Anotasi Undang-Undang 80 %
03.02 Persentase Tersedianya Landmark Decision 80 Yo
04.01 Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan 80 Y
04.02 Persentase tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya) B0 %
0OP02| Peserta yang Paham dan Sadar Konstitusi 2.284.200
4246 Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 2984.200
01.01 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara 75 Skor
01.02 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3.25 Nilai

_—--—----—— s —————_—_
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-077.01-0/2021

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

RTRIAAmE

Halaman: 4 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM [ KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKAS| DANA
01.03 Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara 77 %
OP03|  Informasi Perkara dan Putusan MK 5.680.000
P ;
4247 enyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK 5.680.000
01.01 Persentase Diseminasi putusan MK di media elektronik 100 %
01.02 Persentase Diseminasi Perkembangan Penanganan Perkara di Media Elektronik 100 %
01.03 Persentase Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK 100 Y%
01.04 Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan 75 Skor
077.01.WA Program Dukungan Manajemen 160.588.320
SPO1 Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif
IKPO1| Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional 95 %
SP02| Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya
IKPO1| Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP Opini BPK
IKP02| Nilai Akuntabilitas Kinerja BB Nilai
IKP0O3| Indeks Layanan Administrasi Umum 77 Skor
SPp3| Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas
IKPO1| Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti 80 %
SP04| Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya
IKPO1| Tingkat layanan perkantoran, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengamanan 80 Skor
—_—




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-077.01-0/2021

DTN e

I. INFORMASI| KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 5 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
Program Dukungan Manajemen
SPo5| Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional
IKPO1] Nilai Reformasi Birokrasi 78 Nilai
IKP02| Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM 80 Yo
OP01| Terlaksananya Kerjasama Luar Negeri 2.736.670
3366 Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional 2 736.670
01.01 Persentase Tersusunnya Laporan Persiapan Kegiatan Internasional yang efektif 95 %
01.02 Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Koordinasi Kegiatan Sektap AACC yang efektif 80 %
0OP02| Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Keuangan 66.760.000
3367 Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan 66.760.000
01.01 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu 85 Yo
01.02 Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana 10 %
01.03 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu 100 %
01.04 Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 80 %
01.05 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan 77 Skor
02.01 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi 95 %
02.02 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan 100 %
02.03 Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 100 Yo
OP03] Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal 580.000
4245 Penyelenggaraan Pengawasan Intern 580.000
01.01 Tingkat Maturitas SPIP 3 Nilai

g




TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-077.01-0/2021

e i s HAFTAR ISV FELAARARAN ARGEARNN IDIEANINBUS H“HI“H‘ ““IIMH““ “HMIN ““I“IHNI“H“ IH“ |““ HIH M“ ”M ““ ‘I“
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:3267-5262-7322-7276

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 6 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.02 Tingkat Maturitas APIP 3 Level
01.03 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 70 %
01.04 Tingkat Layanan Pengawasan Intern 7 Skor
02.01 Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti 100 %
02.02 Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu 90 %
02.03 Persentase Tindaklanjut atas Laporan Kejadian Pungli 100 Yo
03.01 Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBK dan WBBM 3 Unit Kerja
03.02 Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu 100 %
OP04| Terlaksananya Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan 83.631.650
3369 Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi 83.631.650
01.01 Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) 70 %
01.02 Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar MK 85 %o
01.03 Persentase Digitalisiasi Arsip Perkara 90 %o
01.04 Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) 85 %
01.05 Persentase Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) 100 %
01.06 Tingkat layanan kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan 80 Skor
01.07 Persentase terpenuhinya sarana prasarana pelayanan publik sesuai permintaan 70 %
0OP0S5| Terlaksananya Layanan SDM dan Ortala 6.880.000
5238 Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi 6.880.000
01.01 Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana berbasis IT 75 %
01.02 Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi 100 %
= — e  p_b..\.....nn... 11




D8:3267-5262-7322-7276

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-077.01-0/2021
[. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 7 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
02.01 Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM 80 %
02.02 Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian 80 Skor
KETENTUAN _~—Jakarta, 23 November 2020
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker, Ao SEKRETARlS JENDERAL

M. TURIHAMZAH
. NIP 196501088390021001



NOMOR : DIPA-077.01-0/2021
Il. RINCIAN ALOKAS| ANGGARAN PER SATKER

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
5y KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021
| DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
J DS:3267-5262-7322-7276

Halaman: 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA /| LEMBAGA 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI 3 077.01 Mahkamah Konstitusi Ri
3. PAGU $ Rp.266.765.223.000

(DUA RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah)

Eg JENIS BELANJA
NO | koDE PROGRAM / PROPINS! / SATKER / SUMBER DANA DK PAGUPARGET
%o PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PENDAPATAN TERCATAT
ue 51 52 53 57
1 2 3 4 5 5] 7 8 9=5+6+7+8 10
077.01.BJ| Program Penanganan Perkara Konstitusi 0 105.876.903 300.000 Li] 106.176.903 0
01| DKI JAKARTA a 1056.876.903 300.000 a 106.176.903 0
653910 | MAHKAMAH KONSTITUSI RI KP a 105.876.903 300.000 a 106.176.903 1]
ADO | RM 1] 105.876.903 300.000 0 106.176.903 o
077.01.WA] Program Dukungan Manajemen 66.000.000 86.788.320 7.800.000 0 160.588.320 0
01 | DKI JAKARTA 66.000.000 B86.788.320 7.800.000 o 160.588.320 a
653910 | MAHKAMAH KONSTITUSI RI KP 66.000.000 86.788.320 7.800.000 1] 160.588.320 a
AQD | RM 66.000.000 86.788.320 7.800.000 0 160.588.320 o
Target Pendapatan 745.551
TOTAL 66.000.000 192.665.223 8.100.000 0 266.765.223 0
RM 66.000.000 192.665.223 8.100.000 0 266.765.223 0
PENDAPATAN 745.551
KETENTUAN Jakarta, 23 November 2020
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. < SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR flamzAH
.+ NIP._196501081990021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021
THREBTORATJENDERAL ANSTARAN NOMOR : DIPA-077.01-0/2021 DS:3267-5262-7322-7276

Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2, UNIT ORGANISASI : 077.01 Mahkamah Konstitusi Ri
3. PAGU : Rp.266.765.223.000

(DUA RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah)

NO] KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI | PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI Juii AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 P77.01.BJProgram Penanganan Perkara Konstitusi
RENCANA PENARIKAN DANA 106.176.903 11.031.160 983.412 968.906 64.492.000 1.202.633 1.077.574 5.439.588 4,421,311 4.904.400 4.263.018 4.273.158 3.119.742
2 pP77.01.W Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 160.588.320 6.772.047 11.161.494 9.138.166 13.252.656 13.648.732 15.118.738 13.654.563 10.803.519 15.084.218 17.375.733) 17.174.354 17.393.198
PERKIRAAN | TARGET PENDAPATAN 745.5851 60.879 60.879 62.379 62.379 62.379 62.379 62.379 62.379 62.379 62,379 62.379 62.382
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 266.765.223 17.804.107 12.144.907 10.107.073 T7.744.656 14.851.366 16.196.312 19.094.151 15,224,830 19.998.619 21.638.751 21.447.512 20.512.940
TOTAL PERKIRAAN | TARGET PENDAPATAN 745.551 60.879 60.879 62.379 62.379 62.379 62.379 62,379 62.379 62.379 52.3?% 62.379 62.382

Jakarta, 23 November 2020
SEKRETARIS JENDERAL

NIP 196501081990021001

o
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